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Pertanyaan Wawancara:
1. Bagaimana penetapan prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Sukamanah?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 di Desa Sukamanah?
3. Apa saja yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa?
4. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamanah?
5. Apa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa?
6. Bagaimana mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa?
7. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam melaksanakan amanat dari Permendes tersebut?
8. Bagaimana keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamanah pada tahun 2017?
9. apa saja program prioritas yang terelalisasi dan yang tidak terealisasi?
10. Apakah anda sering mengikuti gotong royong atau ikut membantu pelaksanaan pembanguna Desa?
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